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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kontrak merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih dimana dari 

perjanjian tersebut timbul kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu.1 Kontrak yang ada dapat merupakan kontrak untuk lingkup nasional 

maupun kontrak untuk lingkup internasional. kontrak dalam lingkup nasional 

sendiri adalah kontrak antarsubjek hukum dalam wilayah teritorial negara 

tertentu dimana dalam kontrak tersebut tidak melibatkan pihak asing. 

Sementara, untuk kontrak dalam lingkup internasional selalu melibatkan 

unsur asing di dalamnya (foreign element). Kontrak internasional juga dapat 

merupakan kontrak nasional yang menerapkan hukum asing ataupun 

menggunakan prinsip-prinsip yang ada dalam kontrak internasional, hal 

tersebut memungkinkan untuk disebut sebagai sebuah kontrak internasional.2 

Ketika para pihak memutuskan untuk membuat suatu kontrak, maka secara 

sepakat pihak-pihak tersebut diwajibkan untuk mengikatkan diri dan 

mematuhi kontrak yang telah dibuat. Dalam pembuatan suatu kontrak juga 

 
1 An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to 

do a particular things. (Black’s Law Dictionary, West Publ., St. Paul Minn., 5th.ed., 1949, hal. 291-

292) 
2 Sudargo Gautama, Kontrak Dagang Internasional, Alumni, Bandung, 1976, hal.7 
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para pihak selalu menuntut agar kontrak mereka dilaksanakan serta hak dan 

kewajiban mereka terpenuhi sesuai dengan jangka waktu yang ada.3 

Sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing perlu dipahami 

terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menjalin sebuah kontrak 

internasional, sebab perbedaan yang ada cenderung membuat kemungkinan 

terjadi perselisihan lebih besar. Pemahaman ini sangat diperlukan, sebab 

pertama, sistem hukum dua negara akan sangat mempengaruhi aspek-aspek 

yang berlaku dalam hubungan kontraktual, serta kedua, bahwa ada 

kemungkinan hukum di salah satu negara lebih menguntungkan dibanding 

negara lain.4 Dengan adanya unsur asing/lintas negara membuat para pihak 

harus sepakat dan tunduk terkait hukum mana yang harus diberlakukan dalam 

kontrak tersebut. Hukum yang berlaku dapat merupakan salah satu hukum 

nasional dari negara-negara yang terlibat, hukum internasional, ataupun 

hukum kebiasaan internasional. Semua hal tersebut, terlebih dahulu haruslah 

disepakati oleh para pihak.5 

Hukum nasional para pihak yang berbeda sering kali mempengaruhi 

kelancaran dalam pelaksanaan kontrak internasional.6 Hal tersebut apabila 

dibiarkan, dapat berkembang menjadi sengketa antara para pihak yang terlibat 

di dalamnya. Sengketa atau “conflict of laws” apabila berkembang dapat 

 
3 Meria Utama and Irsan, “General Overview on Selecting and Drafting Construction 

Contract Disputes Resolution”, in Sriwijaya Law Review Vol. 2 Issue 2, July 2018, hal. 153 
4 Karla C. Shippey, Menyusun Kontrak Bisnis Internasional, PPM, Jakarta, 2001, hal. 3 
5 Ida Bagus, Rahmadi Supancana, “Perkembangan Kontrak Dagang Internasional”, Karya 

Ilmiah, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012, hal. 54 
6 Huala Adollf, Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar, 

Rajawali Pers, Bandung, 2004, hal. 31 
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menimbulkan persoalan hukum yang baru. Pertama, hukum mana yang 

berlaku terhadap kontrak tersebut? Kedua, badan manakah yang memiliki 

kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili perselisihan 

tersebut? dan ketiga, mungkinkah keputusan dari pengadilan luar negeri 

ataupun arbitrase asing dapat diterapkan dan diberlakukan pada negara dari 

pihak-pihak yang bersengketa tersebut?7  

Penyelesaian sengketa yang efektif sangatlah diidam-idamkan oleh para 

pihak dalam bertransaksi. Hal ini dikarenakan setiap sengketa yang ada selalu 

menjadi faktor penghambat dari kemajuan transaksi yang dikehendaki, 

sengketa dapat mengacaukan dan menimbulkan kerugian yang tidak 

dikehendaki, hal ini sangat bertentangan dengan visi dari transaksi bisnis 

yang menghendaki segala sesuatu dilakukan secara efisien dan juga 

menghasilkan profit yang sesuai.8 Sehingga, untuk mengantisipasi, para pihak 

kerap kali mencantumkan klausula choice of law (pilihan hukum) dan 

klausula choice of forum (pilihan forum) dalam kontrak internasional yang 

telah dirancang.9 Namun perlu dipahami bahwa pencantuman klausula 

pilihan hukum dan pilihan forum ini hanyalah pilihan bagi para pihak dan 

tidak bersifat wajib, akan tetapi senyatanya pencantuman kedua klausula 

 
7 Abla Mays, Principles of Conflict of Laws, Canvendish Publishing Ltd, London, 1996, 

hal. 1-2 
8  Ida Bagus, Rahmadi Supancana, op.cit., hal. 77 
9 Moh. Ali, “Prinsip Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pada Kontrak E-

Commerce Transnasional”, dalam Jurnal Hukum Acara Perdata (JHAPER) Volume 2, Juli-

Desember 2016, hal. 329 



4 
 

 

 

tersebut telah menjadi sebuah kebiasaan umum dalam pembuatan kontrak 

khususnya kontrak perdagangan internasional.  

Sering kali, para pihak tidak menyadari bahwa klausula pilihan forum 

dan pilihan hukum itu adalah hal yang tidak dapat disamakan. Pilihan hukum 

mengacu pada hukum manakah nantinya yang akan diterapkan dalam kontrak 

yang di dalamnya terdapat dua jenis hukum dari negara yang berbeda. 

Sementara, pilihan forum menjelaskan tentang lembaga/badan manakah 

nantinya yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa yang terjadi. 

Pilihan forum di suatu negara tidak serta merta hukum yang berlaku adalah 

hukum dari forum yang dipilih, begitu juga sebaliknya, bahwa pilihan hukum 

suatu negara tidak berarti pengadilan di negara tersebut yang berwenang 

memeriksa dan mengadili perselisihan yang terjadi.10 Idealnya dalam suatu 

kontrak internasional, para pihak lebih suka menentukan pilihan forum dalam 

menyelesaikan sengketa yang ada melalui Alternative Dispute Resolution 

(ADR) di luar pengadilan, dimana dalam hal ini para pihak lebih suka 

menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa kontrak yang bersifat 

komersial.11 

Kebebasan pihak-pihak di dalam kontrak internasional untuk memilih 

sistem hukum mana yang akan diterapkan dalam kontrak tersebut dalam 

kaitannya dengan pilihan forum (choice of forum) dan pilihan hukum (choice 

 
10 Yansen Dermanto Latip, Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak 

Internasional, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hal. 1 
11 Syafran, “Akibat Pemilihan Forum Dalam Kontrak Internasional Yang Memuat Klausula 

Arbitrase”, dalam Jurnal Mimbar Hukum Volume 24 Nomor 1, Februari 2012, hal. 160 
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of law) dikenal dengan istilah otonomi para pihak,12 dimana kebebasan ini 

juga diakui dalam Konvensi Wina 1980 mengenai Kontrak Jual Beli 

Internasional, dimana bagian penjelasan (Explanatory Notes) dari konvensi 

ini mengakui prinsip Party Autonomy sebagai prinsip dasar yang digunakan. 

Hal ini juga tampak dalam prinsip the UNIDROIT Principles of International 

Contracts 1994 dalam Pasal 1.1 ditegaskan bahwa “The Parties are free to 

enter into a contract and to determine its content”. Kebebasan para pihak ini 

juga diakui dengan tegas dalam Konvensi Roma 1980 dalam pasal 3 ayat 1, 

dimana dinyatakan bahwa kontrak harus diatur oleh hukum yang dipilih oleh 

para pihak. Sehingga dengan demikian, pilihan para pihak tersebut bersifat 

mengikat dan konsekuensinya haruslah diakui oleh para pihak maupun 

pengadilan.13 Namun, perlu diingat, agar prinsip kebebasan para pihak tidak 

dijadikan sebagai palu penindas bagi pihak yang posisinya kuat terhadap 

pihak yang lemah, maka diperlukan tali pengendali sehingga fungsi hukum 

dapat tetap mengacu pada keadilan.14 

Lebih lanjut, bisa kita perhatikan 2 contoh kasus yang terjadi sekitar tahun 

1958 dan 1972. Kasus pertama, sengketa antara Carbon Black Export 

(Amerika) dan THE SS Monrosa (Italia) mengenai Bill of Lading untuk 

mengirimkan 30.000 kantong Hitam di Pelabuhan di Italia. Dalam kontrak 

 
12 Syafran, “Pilihan Hukum, Forum, Dan Domisili Suatu Kontrak Dalam Transaksi Bisnis”, 

dalam Jurnal MMH, Jilid 41 Nomor 4, Oktober 2012, hal. 607 
13 Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 

cet. 3, 2004, hal. 191 
14 Helena Primadianti Sulistyaningrum dan Dian Afrilia, “Klausula Baku dalam Perspektif 

Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, dalam Jurnal 

Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, ISSNI: 1410-0614, 2018, hal. 123 
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disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa forum yang berwenang untuk 

menyelesaikan adlah pengadilan-pengadilan Genoa di Italia. Namun dalam 

hal ini telah terjadi pengingkaran dimana penggugat (Carbon Black Export) 

mengajukan gugatan pada forum di negara bagian Amerika. Hal ini tentu 

melanggar ketentuan dari choice of forum yang telah disepakati dalam 

kontrak. Kasus kedua, antara The Bremen (Perusahaan di Jerman) dan Zapata 

Off. Shore (Perusahaan di Amerika) mengenai kerusakan ring pada saat 

pengangkutan di Teluk Meksiko. Dalam kontrak disebutkan bahwa apabila 

terjadi sengketa forum yang berwenang menyelesaikan sengketa adalah 

pengadilan di Inggris, London. Namun, Penggugat dalam hal ini Zapata Off. 

Shore tidak mematuhi ketentuan yang ada dan mengajukan sengketa ke 

Pengadilan Distrik Federal di Tampa, Florida. Dari 2 kasus di atas, 

mengisyaratkan kendati sudah diatur pun peluang untuk tidak ditaatinya 

aturan tersebut masih mungkin terjadi, mengingat hukum yang berbeda dan 

kepentingan yang dimiliki pun berbeda, sehingga sangat diperlukan 

penegasan terkait penggunaan klausula pilihan hukum dan pilihan forum 

dalam kontrak.15 

Terkait pilihan hukum dan pilihan forum ini tentu untuk penerapannya 

memiliki batasan-batasan tersendiri yang harus dilakukan. Lebih lanjut, 

terkait conflict of laws masih menjadi suatu topik diskusi yang panjang. 

 
15 Linda S. Mullenix, Another Choice of Forum, Another Choice of Law: Consensual 

Adjudicatory Procedure in Federal Court, Fordham Law Review Volume 57 Issue 3, 1988, hal. 

302-326 
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Bagaimana tidak, terkait penentuan pilihan hukum dan pilihan forum saja 

bukan merupakan persoalan yang mudah, sebab suatu hukum yang ada belum 

tentu diterima oleh semua pihak, bisa saja salah satu merasa sesuai sementara 

pihak lain merasa dirugikan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Yuridis 

Klausula Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak 

Internasional”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diangkat beberapa 

permasalahan yang menarik untuk dibahas, sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan klausula pilihan hukum (choice of law) dan 

pilihan forum (choice of forum) dalam kontrak internasional? 

2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pencatuman atau tidak 

dicantumkannya klausula pilihan hukum (choice of law) dan pilihan 

forum (choice of forum) dalam kontrak internasional? dan 

3. Bagaimana kriteria klausula pilihan hukum (choice of law) dan pilihan 

forum (choice of forum) yang baik dalam kontrak internasional? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan 

penelitian sendiri yang ingin diketahui dan menjadi fokus dari penelitian, 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penggunaan klausula pilihan hukum (choice of law) 

dan pilihan forum (choice of forum) dalam kontrak internasional. 

2. Untuk menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari pencantuman 

ataupun tidak dicantumkannya klausula pilihan hukum (choice of law) 

dan pilihan forum (choice of forum). 

3. Untuk menemukan kriteria yang baik dalam pembuatan klausula pilihan 

hukum (choice of law) dan klausula pilihan forum (choice of forum) 

dalam kontrak internasional.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Secara garis besar, dapat diambil manfaat dari penulisan skripsi ini baik 

secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat secara Teoritis 

Penelitian ini harapannya dapat bermanfaat dan menjadi penyumbang 

dalam perkembangan disiplin ilmu hukum, serta menambah pemahaman 

mengenai hukum kontrak internasional, terkhusus dalam kaitannya 

dengan penggunaan klausula pilihan hukum dan pilihan forum dalam 
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kontrak internasional. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber acuan 

dan bahan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang sesuai dan 

berkaitan. 

2. Manfaat secara Praktis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan pemikiran 

kepada semua pihak yang nantinya akan membuat dan terlibat dalam 

kontrak yang memuat unsur asing dan melintasi batas negara, mengenai 

pencantuman klausula pilihan forum dan pilihan hukum. Selain itu, 

penelitian ini juga harapannya dapat menjadi informasi, membuka 

wawasan masyarakat, dan sumber pengetahuan terkait dunia kontrak 

internasional. 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Klausula 

Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional” adalah 

terbatas mengenai pembahasan kontrak internasional yang di dalamnya 

sering kali terdapat klausula pilihan hukum (choice of law) dan pilihan forum 

(choice of forum) sebagai bentuk pilihan terhadap hukum mana yang berlaku 

dan badan mana yang berwenang untuk mengadili apabila terjadi sengketa 

meliputi penggunaan klausula tersebut. Selain itu, juga akan dibahas 

mengenai akibat hukum yang terjadi berkaitan dengan dicantumkan dan tidak 

dicantumkannya klausula pilihan hukum (choice of law) dan pilihan forum 
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(choice of forum) dalam kontrak internasional. Dalam penelitian ini juga, 

akan diberikan beberapa contoh dan hal-hal yang harus dipenuhi agar 

klausula pilihan hukum (choice of law) dan klausula pilihan forum (choice of 

forum) dalam kontrak internasional dapat disebut baik. Kontrak internasional 

yang luas membuat peneliti mengkhususkan ruang lingkup pembahasan 

hanya terbatas pada kontrak perdagangan internasional. 

 

F. Kerangka Teori dan Konsep 

1. Kerangka Teori 

 Dalam penelitian ini telah digunakan beberapa teori, asas, dan prinsip 

sebagai pedoman dalam penulisan, sebagai berikut:16 

A. Teori Keseimbangan (Equity Theory) 

Teori ini dikemukakan oleh John Stacey Adams, yang merupakan 

psikolog kerja dan perilaku (1963). Teori ini berpandangan bahwa 

pada dasarnya manusia menyukai perlakuan yang seimbang/adil. 

Menurut teori ini ketika kita dihadapkan terhadap suatu 

hubungan/interaksi dengan seseorang kita cenderung akan 

mengevaluasi keadilan dan input-output dari yang telah kita 

korbankan apakah sesuai atau tidak. Teori ini dipakai untuk 

mengetahui seberapa kepuasan karyawan dalam hubungan 

 
16 Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional Edisi Revisi, Refika Aditama, 

Bandung, 2010, hal. 162 
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pekerja-manajemen organisasi/perusahaan. Dalam kontrak bisnis 

internasional merupakan instrumen terpenting untuk mewujudkan 

perubahan-perubahan dalam bentuk pembagian barang dan jasa. 

Ratio (dasar pemikiran) kontrak merujuk pada tujuan terjadinya 

pergeseran harta kekayaan secara adil (gerechtvaardigde) dan 

memunculkan akibat hukum terjadinya keuntungan para pihak 

secara adil. Suatu perjanjian timbal-balik, harus ada penyerahan 

yang adil dari kebendaan satu-sama lain. Kewajiban salah satu 

pihak dihadapkan pada kewajiban pihak lain. Sifat timbal balik 

dalam suatu perjanjian merupakan konsep penting untuk 

memahami kelayakan pertukaran. Suatu perjanjian, kenikmatan 

dan beban tanggung jawab (iusten en lasten) harus dibagi sama 

rata. Suatu kontrak jual-beli, pembeli wajib membayar harga jual 

sebagai sarana untuk mendapatkan barang, demikian pula 

kewajiban penjual untuk menyerahkan barang.17 Apabila 

dikaitkan dengan penelitian ini, teori keseimbangan 

mengisyaratkan bahwa harus ada hubungan timbal balik dalam 

kontrak internasional yang dibuat, sehingga dalam menentukan 

pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontrak internasional, 

harus dievaluasi keadilannya dan apakah input-output nantinya 

akan sesuai atau tidak dengan yang diharapkan para pihak.  

 
17 Cindawati, Asas Keseimbangan Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional 

(Menyongsong Era Perdagangan Bebas), CV. Putra Penuntun Palembang, Palembang, 2011, hal. 

39-40 
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B. Teori Kehendak (The Will Theory) 

Menurut teori ini, suatu kesepakatan mengikat karena memang 

para pihaklah yang menginginkan kesepakatan itu mengikat, yang 

intinya para pihak menyatakan sendiri keterikatannya dalam 

kesepakatan (kontrak) yang dibuat.18 Pandangan ini juga semakin 

diperkuat dengan pandangan Subekti yang mengatakan bahwa “… 

Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua 

pihak yang membuat perjanjian …”19 Teori kehendak bermakna 

bahwa para pihak yang menentukan hubungan hukum kontrak di 

antara mereka. Konsekuensi dari penggunaan prinsip ini adalah 

bahwa hukum yang berlaku semata-mata hanya berkaitan dengan 

pihak-pihak dalam kontrak/yang berjanji, bahwa para pihak harus 

benar-benar berunding untuk menentukan hal-hal yang akan 

disepakati sebelum kontrak dibuat, hakim tidak memiliki 

wewenang untuk mengisi celah dalam suatu kesepakatan dan tidak 

berdaya menghadapi kemungkinan hal yang tidak terduga, kecuali 

masalah diajukan padanya, dan para pihak bebas untuk 

mengungkapkan kemauannya dalam kontrak.  

 
18 Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law, Yale Up., New Haven, 1954, 

hal. 136 
19 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, cet. 6, 1979, hal. 3 
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C. Asas-Asas dalam Hukum Kontrak Internasional (Asas 

Kebebasan Berkontrak, Asas Konsesualitas, Asas Kepatutan, 

Asas Pacta Sunt Servanda, Asas Itikad Baik) 

Terdapat beberapa prinsip/asas yang biasa diterapkan dalam 

penyusunan suatu kontrak internasional; antara lain: Asas 

Kebebasan Berkontrak, dimana freedom of contract dalam 

kontrak internasional mengisyaratkan bahwa para pihak bebas 

untuk menentukan isi-isi yang akan mereka sepakati dalam 

kontrak. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa kebebasan tersebut 

dibatasi oleh hukum negara yang mereka anut. Asas 

Konsesualitas, dimana asas ini menyatakan bahwa sebelum ada 

kata sepakat maka perjanjian tersebut tidak akan mengikat kedua 

belah pihak. Isi dari kontrak juga tidak akan diikuti apabila 

terbukti para pihak ada yang melakukan pemaksaan, penipuan, 

ataupun keliru terhadap objek kontrak. Asas 

Kepatutan/Keseimbangan/Kelayakan harus diperhatikan dalam 

pembuatan kontrak untuk menjamin terciptanya hubungan hukum 

yang ditentukan oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Asas Pacta 

Sunt Servanda, mengharuskan para pihak untuk melaksanakan 

kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati dan dituangkan 

dalam kontrak. Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dianggap ada 

pada waktu negosiasi, pelaksanaan kontrak hingga penyelesaian 

sengketa, prinsip ini sangat penting karena berkaitan dengan 
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kepercayaan yang timbul dalam pembuatan kontrak. Tanpa 

adanya prinsip ini para pihak akan sangat sulit untuk menerapkan 

dan melaksanakan kontrak.20 

 

2. Kerangka Konsep 

Konsep merupakan unsur terpenting dari teori. Konsep atau disebut 

juga definisi operasional digunakan untuk menyatukan semua hal yang 

abstrak dan selanjutnya disusun menjadi hal-hal yang khusus.  

Kerangka konsep membentuk sebuah pengertian-pengertian hukum. 

Untuk dapat mendeskripsikan permasalahan yang ada dalam penelitian 

ini, diperlukan satu konsep yang perlu didefinisikan. Adapun konsep-

konsep tersebut, sebagai berikut: 

A. Kontrak Internasional 

Kontrak Internasional merupakan suatu kontrak yang terdapat 

unsur asing di dalamnya.21 Unsur asing yang dimaksud mencakup 

kebangsaan yang berbeda; para pihak dengan domisili hukum di 

negara yang berbeda; hukum yang dipilih adalah hukum asing; 

penyelesaian sengketa dilakukan di luar negeri; pelaksanaan kontrak 

dan penandatanganan kontrak di luar negeri; objek terdapat di luar 

negeri; penggunaan bahasa asing; dan mata uang asing. Dalam 

 
20 Ibid. 
21 Sudargo Gautama, loc.cit., 1976, hal. 7 
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penelitian ini, kontrak internasional yang dimaksud mengandung 

unsur asing dalam hal perbedaan sistem hukum dan penyelesaian 

sengketa dari para pihak yang berasal dari negara yang berbeda. 

B. Pilihan Hukum (Choice of Law)  

Pilihan hukum merupakan kebebasan para pihak (Party Autonomy) 

yang mana para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri 

sistem hukum yang akan digunakan dalam kontrak.22 Terkait pilihan 

hukum ini sering kali menjadi masalah karena hukum yang dipilih 

oleh satu pihak belum tentu dipilih oleh pihak lainnya, bahkan saat 

hukum tersebut dipilih bukan berarti masalah tidak akan muncul. 

Sudargo Gautama menyatakan bahwa masalah pilihan hukum masih 

menjadi sesuatu yang kontroversial, karena tidak akan pernah ditemui 

kepastian hukum yang bulat sebab cenderung banyak perbedaan 

pendapat dalam penentuannya.23 

C. Pilihan Forum (Choice of Forum) 

Pilihan forum merupakan kebebasan para pihak untuk menentukan 

forum, badan, atau pengadilan mana yang berhak menyelesaikan 

perselisihan yang timbul sebagai akibat adanya kontrak.24 Pilihan 

forum ini dianggap penting dicantumkan dalam sebuah kontrak 

 
22 Gouwgioksiong, Hukum Perdata Internasional Indonesia, PT Kinta, Jakarta, 1965, hal. 

3-4 
23 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Nasional Indonesia-Jilid III Bagian 2 Buku ke-8 

cetakan ke-4, Alumni, Bandung, 2002, hal.2 
24 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya, 

Bandung, 2003, hal. 137 
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internasional sebab memberikan kepastian bagi para pihak mengenai 

forum apa yang harus digunakan untuk menyelesaikan sengketa 

kontraknya. Pencantuman klausula pilihan forum meminimalisir 

terjadinya pertentangan kewenangan antara forum penyelesaian 

sengketa. 

D. Klausula 

Klausula merupakan ketentuan dan syarat dalam suatu perjanjian, 

tambahan yang menentukan atau membatasi.25 Suatu klausula dalam 

kontrak dimaksudkan sebagai satu kesepahaman para pihak dalam 

kontrak. Klausula berkaitan dengan kondisi tertentu yang harus 

disetujui oleh para pihak selama menjalankan kontrak. Klausula 

biasanya ditemukan di bagian akhir dari sebuah kontrak setelah semua 

unsur-unsur dalam kontrak terpenuhi seperti penawaran, penerimaan, 

menciptakan hubungan hukum, dan pertimbangan. Suatu klausula 

dalam kontrak dimaksudkan untuk tidak melanggar hukum yang ada 

terlepas dari niat para pihak.26 Dalam penelitian ini, klausula yang 

dimaksud berkaitan dengan klausula pilihan hukum (choice of law) 

dan klausula pilihan forum (choice of forum). 

 

 
25 N.E. Algra, et.all., Kamus Istilah Hukum Foeckema Andreae Belanda-Indonesia, 

Binacipta, Bandung, 1983, hal. 70 
26 Upcounsel.com, “What is a Clause in a Contract: Everything You Need to Know”, 

https://www.upcounsel.com/what-is-a-clause-in-a-

contract#:~:text=What%20is%20a%20clause%20in%20a%20contract%3F,the%20term%20of%20

the%20contract., diakses 27 Januari 2022 pukul 23.01 WIB 

https://www.upcounsel.com/what-is-a-clause-in-a-contract#:~:text=What%20is%20a%20clause%20in%20a%20contract%3F,the%20term%20of%20the%20contract
https://www.upcounsel.com/what-is-a-clause-in-a-contract#:~:text=What%20is%20a%20clause%20in%20a%20contract%3F,the%20term%20of%20the%20contract
https://www.upcounsel.com/what-is-a-clause-in-a-contract#:~:text=What%20is%20a%20clause%20in%20a%20contract%3F,the%20term%20of%20the%20contract
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G. Metode Penelitian 

Metode diartikan sebagai satu cara yang digunakan untuk memecahkan 

masalah, dan penelitian adalah pemeriksaan yang dilakukan secara berhati- 

hati dan tekun untuk memecahkan permasalahan yang hasil akhirnya adalah 

untuk menambah wawasan dan pengetahuan manusia.27 Dalam skripsi ini, 

akan dijelaskan terkait metode penelitian yang digunakan mulai dari 

penentuan topik dan jenis penelitian, sumber data yang digunakan untuk 

penelitian, hingga cara yang dilakukan untuk pengumpulan data.28 

Adapun untuk metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini akan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian apabila ditinjau dari tujuan 

penelitian hukum, maka penelitian dapat dibagi menjadi dua jenis yakni: 

penelitian hukum normatif (mencakup penelitian terhadap asas-asas 

hukum, taraf sinkronisasi hukum, sistematika hukum, dan perbandingan 

hukum), dan penelitian hukum sosiologis/empiris (mencakup penelitian 

terhadap identifikasi hukum dan terhadap efektivitas hukum).29 Menurut 

Sugiyono, setelah mencari dan menyusun data yang diperoleh dari 

penelitian, seorang peneliti melakukan analisis data dengan 

 
27 Lukman Hadi Darmando, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 

9 
28 H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 174 - 175 
29 Soerjono Soekanto, Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 87 
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menggunakan beberapa metode, seperti metode analisa data kuantitatif; 

analisa data kualitatif; analisa data berproses dan terus mengalir; analisa 

data univariate, bervariate, dan multivariate.30 Menurut P. Joko Subagyo, 

analisa data kuantitatif merupakan analisa data dalam bentuk jumlah 

(angka) untuk memperoleh gambaran kemudian dijelaskan dalam bentuk 

kalimat, sementara analisa data kualitatif lebih merupakan analisa data 

menggunakan aspek-aspek yuridis (normatif) dengan metode yang 

bersifat deskriptif analisis, dimana menguraikan gambaran dari data yang 

diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain sehingga memperoleh 

gambaran yang jelas.31 Untuk analisa data secara berproses dan terus 

mengalir dimaksudkan bahwa setiap data yang masuk dikelompokkan, 

dipilih, dan disusun menjadi suatu laporan atau tulisan, sedangkan untuk 

analisis univariate merupakan analisa data yang dilakukan terhadap tiap 

variabel dalam penelitian, analisa bivariate dimana analisa data 

dilakukan terhadap dua variabel yang dianggap berhubungan dan 

memiliki keterkaitan, dan untuk analisa multivariate dilakukan terhadap 

lebih dari dua variabel.32 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, 

dimana dilakukan melalui penelitian bahan kepustakaan serta bahan data 

sekunder seperti buku, aturan-aturan hukum, asas dan kaedah hukum, 

 
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2009, 

hal. 244 
31 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 

1997, hal. 106 
32 H. Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian 

Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007, hal. 114 
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ataupun peraturan perundang-undangan. Sementara untuk sifatnya 

sendiri, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana harapannya 

dilakukan secara deskriptif, maksudnya yakni melalui hasil penelitian ini 

akan diperoleh gambaran secara sistematis tentang permasalahan yang 

hendak diteliti, dalam hal ini terkait pencantuman klausula pilihan hukum 

dan pilihan forum dalam kontrak internasional. Sedangkan analitis yang 

dimaksud adalah berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh tadi akan 

dapat digunakan secara cermat untuk menjawab permasalahan yang ada. 

Sehingga, deskriptif analitis disini maksudnya adalah untuk menjelaskan, 

menggambarkan, dan menganalisis setiap temuan data baik yang bersifat 

primer maupun sekunder dari permasalahan tersebut, untuk kemudian 

diolah dan dianalisis guna menerangkan data secara kategoris, disusun 

dengan sistematis, dan pengkajiannya dilakukan dengan logis.33 

 

2. Pendekatan Penelitian 

 Karena penelitian ini bersifat normatif, maka Peter Mahmud 

Marzuki menggolongkannya ke dalam lima pendekatan di antaranya: 

pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case 

approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan 

 
33 Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang, 

2009, hal. 91. 
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perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach).  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 4 macam pendekatan, 

sebagai berikut: 

a. Pendekatan Historis (Historical Approach) 

Digunakan untuk mengetahui latar belakang klausula pilihan 

hukum dan pilihan forum, perkembangannya dan pengaturannya. 

b. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) 

Pendekatan ini dilakukan terhadap berbagai peraturan hukum yang 

ada kaitannya dengan kontrak internasional dan penerapan klausula 

pilihan hukum dan pilihan forum seperti pada Konvensi Roma, 

UNIDROIT (International Institute for the Unification of International 

Private Law), Principles of International Commercial Contracts 

(UPICCs), Rules of Arbitration ICC (International Chamber of 

Commerce), UNCITRAL (United Nation Commission on International 

Trade Law) Arbitration Rules, Konvensi Den Haag tahun 1965 

mengenai pilihan forum (Convention on the Choice of Court 1965), 

Resolusi ILA 1991 “The Autonomy of the Parties in International 

Contracts between Private Persons or Entities”, The Hague Principles 

2015, Model Arbitration Law 1985, ICSID Convention, UU No. 30 

tahun 1999. 
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c. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) 

 Digunakan untuk membandingkan kewenangan pengadilan 

Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul sebagai 

akibat adanya kontrak internasional, baik yang mencantumkan 

ataupun tidak mencantumkan klausula pilihan hukum dan pilihan 

forum dalam kontraknya dan perbandingannya dengan negara lain. 

d. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan ini digunakan agar mengetahui makna dan istilah yang 

terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan 

konseptual akan menganalisis pengertian hukum, asas hukum, sistem 

hukum, kaidah hukum dan berbagai konsep yuridis lain yang berkaitan 

dengan pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontrak internasional. 

 

3. Sumber Data 

Sumber data sendiri terdiri dari dua yakni data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dengan cara studi lapangan seperti 

dengan melakukan wawancara, sementara untuk data sekunder diperoleh 

dengan studi kepustakaan melalui kegiatan membaca, mengutip, 

mencatat, menelaah peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti. Penelitian ini untuk datanya diperoleh dengan memanfaatkan 

data sekunder, yang diperoleh melalui studi bahan kepustakaan baik itu 

dokumen resmi, buku, peraturan perundang-undangan yang erat 
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kaitannya dengan objek penelitian. Data sekunder yang dimaksud terdiri 

dari: 

a. Bahan Hukum Primer, yakni peraturan perundang-undangan yang 

dalam penelitian ini terdiri dari: Convention on the Choice of Court 

Den Haag (1965); Konvensi Wina 1980 tentang Hukum Perjanjian; 

Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations 

1980, UNCITRAL: Legal Guide on Drawing Up International 

Contracts for the Construction of Industrial Works; ILA: The 

Autonomy of the Parties in International Contracts between Private 

Persons or Entities; The UNIDROIT Principles of International 

Contracts 1994; UNCITRAL A Guide to UNCITRAL 2013; 

UNCITRAL Arbitration Rules of United Nations Commission on 

International Trade Law 2013;  Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata; Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa; Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 

2007 tentang Waralaba 

b. Bahan Hukum Sekunder, yang sifatnya adalah menerangkan bahan 

hukum primer. Oleh karena itu, bahan hukum sekunder yang 

digunakan adalah buku-buku teks, pendapat sarjana di bidang hukum 

baik yang dituangkan dalam jurnal hukum, majalah, artikel-artikel 

dari internet, laporan penelitian, kamus hukum, dan sumber-sumber 

lain yang masih berkaitan.  
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c. Bahan Hukum Tersier, adalah yang melengkapi bahan hukum primer 

dan sekunder. Yang digunakan dalam hal ini adalah Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, maupun kamus hukum 

 

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Untuk penelitian empriris teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan wawancara, kuesioner (daftar pertanyaan), maupun pengamatan 

(observasi), sementara untuk penelitian normatif teknik pengumpulan 

datanya dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan/studi 

dokumen.34 Karena penelitian ini bersifat normatif, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan. 

Penelitian Kepustakaan (Library Research) digunakan untuk 

mengumpulkan data. Data-data tersebut dihimpun dari berbagai macam 

sumber, seperti peraturan perundang-undangan, statuta, konvensi 

internasional, artikel, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Sementara alat yang digunakan untuk 

pengumpulan data penelitian, melalui studi dokumen yang dalam hal ini 

dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang 

termasuk dalam lingkup data sekunder. 

 

 
34 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 

18-19 
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5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan 2 

metode, yakni: 

a. Penafsiran Hukum 

Metode penafsiran yang dilakukan dengan menentukan makna atau 

arti dari suatu teks atau bunyi pasal tertentu. Ada beberapa jenis 

penafsiran hukum menurut tata bahasanya, yakni penafsiran yang 

mempertentangkan, penafsiran yang sistematis, penafsiran yang 

mempersempit, penafsiran yang memperluas, penafsiran historis, 

penafsiran teleologis, penafsiran logis, penafsiran futuristik, 

penafsiran otentik, penafsiran nasional, penafsiran komparatif. 

b. Konstruksi Hukum 

Syarat utama yang harus dipenuhi untuk melakukan konstruksi 

penemuan permasalahan hukum, sebagai berikut: 

1) Tidak boleh ada pertentangan yang logis dalam pembuatan 

konstruksi; 

2) Harus mampu terdiri dari semua bidang hukum positif yang 

bersangkutan; dan 

3) Konstruksi harus merupakan faktor keindahan, tidak dibuat-buat 

akan tetapi untuk menjawab persoalan yang belum jelas dalam 

peraturan. 
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6. Metode Analisis Data 

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang ada 

dalam penelitian ini, hal ini sebab penelitian ini akan menjelaskan dan 

juga menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan kalimat 

yang sistematis guna memperoleh jawaban yang jelas dan benar.35 

Kualitatif disini berarti data yang dianalisis untuk penelitian bersumber 

dari bahan hukum primer.36 Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu 

akan diperiksa dan dievaluasi semua data yang ada untuk mengetahui 

validitasnya.37 

Lebih lanjut, data sekunder yang telah diperoleh dari penelitian 

kepustakaan (library research) disusun secara sistematis dan dianaliasis 

menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh secara lebih 

mendalam fakta dari masalah yang akan diteliti.  

 

7. Metode Penarikan Kesimpulan 

Terakhir, setelah semua itu dilakukan akan ditarik kesimpulan 

dengan menggunakan metode deduktif, dimana suatu cara berpikir yang 

dimulai dengan hal-hal yang bersifat umum sampai ke hal-hal yang 

bersifat khusus dengan menggunakan ketentuan sesuai dengan 

 
35 Soerjono Soekanto, op.cit., hal. 69 
36 H. Zainuddin Ali, op.cit., hal. 105 
37 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

1997, hal.106 
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pengetahuan umum dengan menggunakan teori, pendapat para ahli, 

ataupun prinsip-prinsip untuk menarik kesimpulan.38 

 
38 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hal. 109 
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